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ABSTRAK 

Munculnya kebijkan baru yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 
Tentang Cipta Kerja. Memberikan serangkaian mekanisme untuk mempermudah 
dan/atau memperlancar proses investasi yang akan datang di Indoneisa. Sehingga 
menimbulkan beberapa perubahan dalam pengaturannya terkhususnya dalam 
pembahasan ini perihal Pajak Penghasilan atas Dividen. Melalui Peraturan Menteri 
Keuangan No. 18/PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan Cipta Kerja Di Bidang Pajak 
Penghasilan, Pajak Pertmbahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, 
Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Memberikan beberapa insetif 
pajak guna untuk mencapai tujuan negara Indonesia untuk dapat menambah angka 
pertumbuhan ekonomi. Namun dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang 
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak 
Penghasilan, terdapat pungutan pajak berganda dalam hal penghasilan atas dividen. 
Sebab Indonesia menerapkan Classical System. Kemudian dengan diundankan 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 diberikan pembebasan pajak penghasilan 
terhadap dividen, dengan syarat minimal 30% dividen yang diperoleh wajib pajak 
harus diinvestasikan kembali diwilayah Indonesia. Berlakunya ketentuan ini 
menimbulkan pertanyaan dengen ketentuan yang baru tidak ada pungutan pajak 
berganda, serta penyelesaian atas pajak berganda itu sendiri. Penelitian ini 
menggunakan dua pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan 
Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Yang bertujuan untuk 
menganalisa adanya konsep hukum dan dasar hukum yang tepat untuk 
menyelesaikan permasalah pajak berganda atas dividen di Indonesia. 

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Dividen, Pajak Berganda, Investasi. 
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ABSTRACT 

The emergence of new policies contained in Law no. 11 of 2020 concerning Job 
Creation. Provide a series of mechanisms to simplify and/or expedite the process of 
future investment in Indonesia. This has result in several changes in the regulation, 
especially in this discussion regarding to Income Tax on Dividends. Through the 
Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.03/2021 concerning the 
implementation of job creation in the field of income tax, value added tax and sales 
tax on luxury goods, as well as general provisions and taxation procedures. Provide 
several tax incentives in order to achieve the goals of the Indonesian state to be able 
to increase the rate of economic growth. However, in Law no. 36 of 2008 
concerning the Fourth Amendment to Law Number 7 of 1983 concerning Income 
Tax, there is a double tax levy in terms of income on dividends. Because Indonesia 
applies the Classical System. Then with the promulgation of Law no. 11 of 2020, 
an income tax exemption is granted for dividends, with the condition that a 
minimum of 30% of dividends obtained by taxpayers must be reinvested in the 
territory of Indonesia. The enactment of this policy raises questions about the new 
policy that there is no double taxation, as well as the settlement of double taxation 
itself. This study uses two approaches to legislation and Conceptual Approach. 
Which aims to analyze the existence of legal concepts and the right legal basis to 
solve the problem of double taxation on dividends in Indonesia. 

Keywords: Income Tax, Dividend, Double Tax, Investment. 
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